BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Dari putusnya putusan Pengadilan Agama Gorontalo mengenai

Pembatalan Perkawinan maka akan berdampak bagi pihak-pihak yang

terkait, suami, isteri, anak, harta, maupun pihak ketiga. Dampak hukum

tersebut antara lain :

1)

2)

3)

Dampak Hukum Terhadap Anak : Meskipun anak lahir dari
pernikahan orangtuanya yang dibatalkan, anak tersebut tetap menjadi
anak sah dari orangtuanya yang terikat hak dan kewajiban hubungan
antara orangtua dan anak.

Dampak Hukum Terhadap Istri : Setelah diputuskan pembatalan
perkawinan istri tidak mendapat hak nafkah iddah sebagaimana
halnya perceraian, serta status hukum secara yuridis dianggap belum
pernah menikah, karena putusan pengadilan bukan menceraikan
perkawinan tersebut melainkan membatalkan yang mana perkawinan
tersebut dianggap tidak pernah ada.

Dampak Hukum Terhadap Harta Kekayaan yang Diperoleh Selama
Perkawinan : Secara prinsip, harta bersama yang diperoleh selama
perkawinan (harta gono-gini) menjadi hak bersama. Dalam hal ini

harta asal atau harta yang dibawa oleh para pihak kedalam
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perkawinan harus dikembalikan kepada pemilik semula, sehingga
dengan demikian maka harta bawaan masing masing pihak kembali
kepada mereka seperti kedudukan semula.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan perkawinan dari Putusan
Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo adalah
memenuhi 3 faktor, yaitu : Faktor Yuridis, Faktor Perilaku Keluarga,
Penggugat maupun Tergugat, serta Faktor Lingkungan, dimana hal-hal
tersebut yang dapat dibuktikan dalam proses Pengadilan depan Majelis
Hakim bahwa yang mana Perkawinan tersebut memenuhi faktor-faktor

Perkawinan itu dapat dibatalkan.

5.2 Saran

Dalam rangka mencegah terjadinya pembatalan perkawinan seperti
halnya perkara tersebut, maka hendaknya Pegawai Pencatat Perkawinan
(Kantor Urusan Agama) benar-benar meneliti kebenaran identitas dari para
pihak dan apakah pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar

bersedia.

Usaha-usaha maksimal dari pihak penegak hukum, belum dapat
menyadarkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum,
untuk itu serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan

hukum di bidang hukum perkawinan pada masyarakat perlu ditingkatkan.
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